BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

Menimbang : |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a..

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa Badan Layanan Umum Daerah rumah Sakit
Daerah Liun Kendage Tahuna menyelenggarakan
kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan bagi
masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan Badan
Layanan Umum Daerah dapat melakukan Utang/
Pinjaman Jangka Pendek atau Jangka Panjang
sehubungan dengan Kegiatan Operasional dan/atau
Perikatan Pinjaman dengan pihak lain;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
menyebutkan Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman
Jangka Pendek diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah

Liun Kendage Tahuna; /

———



Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang—Undahg Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik /
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Indonesian Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan /



12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402); |
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk /



Menetapkan :

17.

18.

19.

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor
S);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe (Lembaran Daerah - Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna adalah Rumah Sakit
Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Liun Kendage
Tahuna yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah
atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage
Tahuna.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Keuangan adalah pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit
Daerah Liun Kendage Tahuna.

Pejabat Teknis adalah pejabat teknis BLUD Rumah Sakit Daerah Liun
Kendage Tahuna.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-
BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan /

keuangan daerah pada umumnya.



12. Utang/Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman
adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak
lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

13. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Utang/Pinjaman yang
memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, yang timbul karena
kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk
menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1

(satu) tahun anggaran.

14. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang
dipersamakan yang membuat persyatatan mengenai mekanisme

pengajuan antara BLUD dengan pemberi pinjaman.

15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

16. Lembaga Keuangan lainnya adalah badan ‘usaha non bank yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi mekanisme pengajuan
uang/pinjaman BLUD Rumah Sakit. /
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BAB III
KEBIJAKAN DAN PERSYARATAN JANGKA PENDEK
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 3

(1) BLUD dapat melakukan Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek
atas namanya sendiri.

(2) Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bank dan/atau Lembaga

Keuangan lainnya sesuai dengan Rekomendasi Bupati.

Pasal 4

(1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah
aliran kas masuk dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan
dalam satu tahun anggaran.

(2) Utang/Pinjaman Jangka Pendek digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasional BLUD.

(3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek yang

berhadapan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 5

Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. dikelola secara efektif;
b. efesien;
c. ekonomis;
transparan; dan

akuntabel sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.




BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 6

(1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan berdasarkan

(2)

kesepakatan bersama antara Pemberi Utang/Pinjaman dengan BLUD

sebagai Penerima U‘Eang/ Pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian

pinjaman.

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

i o ot e

PRo™ o a0 o

identitas Para Pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
maksud dan tujuan;

nominal pinjaman;

peruntukan pinjaman;

persyaratan pinjaman;

tata cara pencairan pinjaman,;

tata cara pembayaran pinjaman;

. jangka waktu pembayaran;

besaran bunga Utang/Pinjaman;
penyelesaian perselisihan; dan

keadaan kahar (force majeure).

Pasal 7

(1) Pimpinan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga,

dan kewajiban lainnya sesuai Perjanjian Pinjaman.

(2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman /

merupakan tanggung jawab BLUD.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 22 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 22 pDesember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Nzl

MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020
NOMOR 57




